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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nar&atidbagai dasar
hukum ketentuan perundang-undangan yang mengatsalamanarkotika telah
disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahgaag menyangkut narkotika
ini belum dapat diredakan. Justru dalam kenyataarpgra pelaku kejahatan
semakin meningkat, dan para terpidana tidak jerajdstru ada kecenderungan
untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkaleh adanya faktor
penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberitampak ataudeterrent
effectterhadap para pelakunya. Penjatuhan pidana olkimh@enderung lebih
mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranyapakidengan perbuatan
pelaku. Paradigma ini tentu tidak sesuai denganal@aspenyalahgunaan
narkotika, sebab pecandu narkotika tidak hanya padan pelaku kejahatan,
tetapi juga sebagai korban. Oleh karena itu, Undamgang Nomor 35 Tahun
2009 memberikan kewenangan kepada hakim yang nmksaeperkara pecandu
narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkotanjalani pengobatan
dan/atau perawatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kitan hukum tentang
sanksi bagi pecandu narkotika serta untuk mengepatimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkdskadi putusan nomor:
402/Pid.Sus/2011/PN.YK).

Penelitian ini menggunakan studi pustaftéorary research) dengan
melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap prbddkn peradilan (putusan
pengadilan), yakni Putusan Nomor : 402/Pid.Sus/ZM1Yk. Analisis dilakukan
dengan metode penelitian kualitatif dengan penaekatormatif. Penggunaan
metode dan pendekatan tersebut dimaksudkan untoipareleh data yang akurat
mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan aotusndak pidana
pecandu narkotika.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkama ketentuan hukum
mengenai sanksi bagi pecandu narkotika dalam Untdiaiging Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) macamksi, yaitu sanksi pidana dan
sanksi tindakandpuble track systeyn Sanksi pidana bagi pecandu narkotika
terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan peddenda yang tertuang dalam
ketentuan Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 12hdkeaa sanksi tindakan berupa
kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik relitdsi medis maupun
rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitaagi pecandu narkotika
tertuang dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 108yeévai pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandkotila dalam Putusan
Nomor : 402/Pid.Sus/2011/PN.Yk, didasarkan padarkean Pasal 54 dan Pasal
103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta SudaralE Mahkamah
Agung Nomor 07 Tahun 2009. Dalam putusan ini, tenda dijatuhi pidana
paling ringan yakni selama 1 tahun 3 bulan dengampertimbangkan saksi ahli
(rekam medis) serta terdakwa juga sebagai korh#nsBn hakim bertujuan untuk
menjerakan terdakwa (pecandu narkotika) denganssanttana, juga bertujuan
untuk menyembuhkan terdakwa (pecandu narkotika)kddergantungan dengan
sanksi tindakan berupa rehabilitasi.
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berbeda” (Dale Carnegie)
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan kesehbdgmsaha untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahteragailimakmur yang merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dadadg-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkamajdt kesehatan maka
diperlukan peningkatan di bidang pengobatan daaypebn kesehatan dengan
upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jetentierserta melakukan upaya
pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgdaaaperedaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika.

Sebelum tahun 1976 istilah Narkotika belum diketalam perundang-
undangan Indonesia peraturan yang berlaku waktu ydilu “Verdovende
Middelen Ordonnantie (Staatsblad 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536), yang
diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 Nomor 33Tkdn menggunakan istilah “
narkotika” melainkan “Obat yang membiuskaerdovende Middelenoleh
karena itu peraturan tersebut dikenal seb@gdonansi Obat Biué

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan olaigybermanfaat di
bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan danerpbaggan ilmu
pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketéugagan yang sangat

merugikan apabila disalahgunakan. Maka untuk metedan memberantas

! Siswanto S,Polittk Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (Undadndang
Nomor 35 Tahun 2009}Jakarta: Rineka Cipta, 2012), him. 1.

2 Andi Hamzah, SurachmaKejahatan Narkotika dan Psikotropik&lakarta: PT. Karya
Unipress, 1994), him. 13.



penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yangas merugikan dan

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dananegaka pemerintah

merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadamrgrdndang Nomor 22

Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur ugagmberantasan terhadap
tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi madayaitu berupa: pidana
penjara, pidana seumur hidup, atau pidana matiatekndang-Undang tentang
Narkotika yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 3fhun 2009 tentang

Narkotika. Undang-Undang ini juga telah mengaturngemai pemanfaatan
Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehsdeta mengatur tentang
rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itugkattaan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasarpeaggakan hukum dalam
rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kieygam iimu pengetahuan,

teknologi, serta kesehatan, dan juga untuk mencqmaiyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotiRa.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotikéght banyak
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah lapytusan hakim tentang
tindak pidana Narkotika. Dengan demikian, penegakakum ini diharapkan
mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebakm®yadaran gelap serta
penyalahgunaan narkotika. Tapi dalam kenyataanjugitu semakin intensif
dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pel@edaran gelap serta
penyalahgunaan narkotika tersebut. Undang-Undanmadlo35 Tahun 2009

tentang Narkotika sebagai dasar hukum ketentuanngang-undangan yang

3 Ibid, him. 83.



mengatur masalah narkotika telah disusun dan dikgkbn, namun demikian
kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum ddjyatiakarf’

Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam Undawd@ng Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sankisina yang cukup berat,
namun demikian dalam kenyataannya para pelaku &s@ahjustru semakin
meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyayaatthak jera dan justru ada
kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal inialajpakibatkan oleh adanya
faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak nemikbn dampak atau
deterrent effecterhadap para pelakunya.

Secara umum, penjatuhan pidana oleh hakim memamgereng lebih
mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranyapakidengan perbuatan
pelaku, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulpediuatannya. Paradigma ini
tentu tidak cocok saat menghadapi kejahatan yanmgangkut penyalahgunaan
narkotika. Sebab dalam penyalahgunaan narkotikakpgpecandu narkotika)
tidak hanya diposisikan sebagai pelaku kejaha@apit juga sebagai korban. Hal
ini dikarenakan pecandu narkotika merupakaelfvictimizing victins(korban
sebagai pelakfi) karena pecandu narkotika menderita sindroma detengan
akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilaknkarsendirf.

Pecandu pada dasarnya merupakan korban penyalamgtindak pidana

narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dagreka itu semua

* 0.C. Kaligis & Associated\arkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformaskitn
Pidana Melalui Perundangan dan PeradilgiBandung: Alumni, 2002), him. 260.

® Ibid, him. 261.

® Self victimizing victims“Seseorang yang menjadi korban karena kejahatarg y
dilakukannya sendiri. "(Lihat Moh. Taufik Makara&uhasril, dan Moh. Zakky A.STindak
Pidana Narkotika(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), him. 50.)

" Ibid, him. 50.



merupakan warga negara Indonesia yang diharapkzat deembangun negeri ini
dari keterpurukan hampir di segala bid&Renyalahgunaan narkotika merupakan
kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikavagai kejahatan tanpa korban
(crime without victiny, kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatang tidak
menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwaatodari kejahatan ini
adalah dirinya sendifi.

Dengan kata lain, penyalahguna atau pemakai yahgngk menjadi
pecandu narkotika selain sebagai pelaku juga sglsatnenjadi korban. Sehingga
dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikangaeleejahatan yang tidak
terlalu serius. Berbeda halnya dengan penggundigekaelaku pengedar yang
tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun madsatradecara umum. Selain
itu, terkait pula dengan karakteristik dari kejamaini yang memiliki dampak
jangka panjang, khususnya ketergantunganaksifikatif, maka diperlukan suatu
model penghukuman yang jauh berbeda dari model yhtagapkan kepada
narapidana umumny3.

Oleh karena itu, masalah penyalahgunaan narkotiey ydiatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkatieaagambil langkah
maju di dalam membangun paradigma penghentian halieasi atau
dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Diméamalang-Undang tersebut
telah memberikan kewenangan kepada hakim yang nieyagverkara pecandu

narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkotanjalani pengobatan

® Ibid, him. 74-75.
® Hendra Ismail, Narkoba Dalam Perpektif Kriminologi dapat dijumpai di
http://makalahpsikologi.blogspot.com/2010/01/pealiginaan-Narkoba-psikotropika.html,
diakses l%ada tanggal 15 Februari 2013 Pukul 13.1 W
Ibid.



dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika terdebutkti atau tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini ditegasalam rumusan Pasal 103,
yang berbunyt-
(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotikatdap
a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan taanja
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabijit@siPecandu
Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan akngidana
Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutamjalaiei
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabijit@siPecandu
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukindak
pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan baganBu
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huauf
diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memgrékara terhadap

pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusanr(9 rehabilitasi sebagaimana
rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undaraghin Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwarngkc narkotika tidaklah
selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi nad@ap korban dari
penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya senddalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentangneRgatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecaadkotika ke dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosigh ditegaskan mengenai
dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam mengtuddnksi rehabilitasi. Hal

diatur di dalam angka 3 huruf a diatur baffva

Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berppantah untuk
dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabili@sis diri terdakwa,

' Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Ni&ekoPasal 103.
12 surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 201Gangn Penempatan
Penyalahgunaan, Angka 3 huruf a.



Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelapat rehabilitasi
yang terdekat dalam amar putusannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adal@tusproses pengobatan
untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, masa menjalani
rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa&njatani hukuman.
Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga mdwapa suatu bentuk
perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecaradiotika ke dalam tertib
sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaarkotika. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkd@kadapat setidaknya 2
(dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi median rehabilitasi sosial. Pasal 1
angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terftemigotika menyatakan
bahwa>:

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatagobatan secara terpadu
untuk membebaskan pecandu dari ketergantungantikako

Sedangkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang NomoraBbtinT2009
tentang Narkotika menyatakan bativa

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiataruliigan secara terpadu,

baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pécamarkotika dapat

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupasyarakat.

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakidamor 402/Pid
.Sus/2011/PN.Yk, pada pokok perkaranya penyusunemekan beberapa
permasalahan yang menarik. Di dalam putusan tetsphda awalnya terdakwa

HARRY WIYATA ALS BLOROK (untuk selanjutnya disebut terdakwa)

menjadi pemakai narkotika dan kemudian menjadi mpdicanarkotika hanya

13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkoRksal 1 angka 16.
4 |bid, Pasal 1 angka 17.



karena alasan penasaran dan sekedar coba-cobakdinderdakwa tersebut
menyebabkan diri terdakwa sendiri mengalami kecanduoarkotika, sehingga
terdakwa tidak dapat mencegah diri untuk tidak raahgunakan narkotika. Oleh
karena keadaan tersebut, terdakwa sudah mempuikgal baik untuk sembuh
dari kecanduannya dengan melakukan pengobatan &efmdder. Tetapi ketika
masih dalam masa pengobatan, terdakwa sudah dijarigkiebih dahulu oleh
pihak yang berwenang dan harus mempertanggungjanalgerbuatannya
walaupun pada dasarnya terdakwa sudah mempurked itintuk meninggalkan
narkoba.

Setelah menjalani proses persidangan, majelis ha#adtam amar
putusannya memutuskan bahwa terdakwa diwajibkamkumenjalani rehabilitasi
dengan biaya negara. Hal ini menunjukan bahwa dagamidanaan terhadap
penyalahguna narkotika, telah terjadi pergeseraadmgma dari yang semula
hanya sekedar untuk menjerakan, menjadi bermah&agtterdakwa. Kewajiban
terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selain unto&njerakan, juga bermanfaat
untuk menyembuhkan ketergantungan narkotikag dependengeyang dialami
oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat lepas dddrgantungan narkotika.
Kewajiban menjalani rehabilitasi juga tidak memitkcaa terdakwa, karena biaya
rehabilitasi menggunakan biaya negara (APBN).

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertamtkkumelakukan
penelitian dengan judutPertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 402/Pid

.Sus/2011/PN.Yk)”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masaldaasdiamaka penyusun
merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai sanksi bagngecearkotika?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkarspaottindak pidana

pecandu narkotika (studiputusan nomor: 402/Pid2814/PN.YK)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memilifuan yang ingin
dicapai sebagai arah dari suatu penelitian darrajlkan dapat menyajikan data
yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat seat@mpu memberikan
jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam ipanelBerdasarkan hal
tersebut tujuan dan kegunaan diadakannya penaliiialalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menemukan dan mendeskripsikan ketentuan hukagi
pecandu narkotika.

b. Untuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbamgi@m dalam
menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkq#da putusan
nomor: 402/Pid.Sus/2011/PN.YK.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penyusun karya tulis ilmiah inipata memberikan

sumbangan pemikiran dan landasan teoris bagi pédegan iimu

hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informmesigenai



implementasi dasar pertimbangan hakim dalam merkatu putusan
rehabilitasi terhadap pecandu narkotika (studi $arnu nomor:
402/Pid.Sus/2011/PN.YK.). Serta dapat menjadi tdrabditeratur atau
bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan kumhelakukan
kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yaerkditan dengan
permasalahan penyalahgunaan narkotika.

b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusunddyas dan para
pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi peatmeridan
aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-ldnglkbijakan
yang tepat dan efisien guna menanggulangi dan nramis

penyalahgunaan narkotika.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap liianeyang telah
ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusunacdiap penelitian-
penelitian yang telah ada sebelumnya diantararyagse berikut:

Tesis karya Agustina Wati Nainggolan, Fakultas HukWniversitas
Sumatra Utara Medan, dengan judul “Analisis TerpaBatusan Hakim Dalam
Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba (Studi Terhddamsan Pengadilan
Negeri Medan)®°Tesis tersebut mengkaji Analisis Terhadap Putusakinh
Dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba (Studihab@p Putusan

Pengadilan Negeri Medan). Hasil penelitian menwnjukahwa putusan hakim

15 Agustina Wati Naiggolan, “Analisis Terhadap Putuséakim Dalam Tindak Pidana
Penyalahguna Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pémgaddegeri Medan)”, Tesis, (Medan:
Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan9200



belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindiglana narkoba. Hakim
dalam menjatuhkan putusan terkesan ringan, karersmg hakim memidana
dengan batas maksimum yang ditentukan Undang-UndaHgl ini
mengakibatkan pelaku tindak pidana narkoba menguléagi perbuatannya
sehingga tujuan pemidanaan yang menimbulkan pemeidak tercapai.

Skripsi Karya Farid Habibi, Fakultas Hukum Univéasi Airlangga,
dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam MenjatuhlRartusan Rehabilitasi
Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan N&i$taipsi tersebut
mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Dalam MenjaanhRutusan Rehabilitasi
Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Napaail Idenelitian
menunjukan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhpei@u tindak pidana
psikotropika didasari oleh segi hukum di sampiriddafaktor yang meringankan
dan yang memberatkan bagi terdakwa. Hambatan ydraglapi hakim dalam
menjatuhkan putusan tersebut adalah kurangnyalisasiadan pemahaman yang
benar terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 198%ang Narkotika
sehingga hakim merasa putusan yang dijatuhkan tefektif dan terkadang
membuat keragu-raguan bagi hakim dalam menjatuhkatausan selain itu
dibutuhkan suatu pedoman pemidanaan yang jelasbé&on.

Skripsi Karya Rismanisa Adhika Wirani, Fakultas Hok Universitas
Islam Indonesia, dengan judul “Tinjauan Hukum Palaherhadap Putusan

Rehabilitasi Oleh Hakim Kepada Terpidana Kasus bl#ta Di Pengadilan

% Farid Habibi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhk&utusan Rehabilitasi
Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Na@kapsi, (Surabaya: Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, 2005).
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Negeri Surabaya dan Pelaksanaary@kripsi tersebut mengkaji tentang dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ritiashi khususnya di
Pengadilan Negeri Surabaya yang dikenal seringatdrjan putusan rehabilitasi
bagi pengguna narkotika.Serta bagaimana pelaksgmataisan serta hambatan
dan solusi dalam pelaksanaan putusan rehabiliexseliut. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusarabilitasi didasarkan
pada dakwaan jaksa, keterangan saksi- saksrakegin terdakwa, bukti surat
hasil pemeriksaa urine terdakwa serta barang byétig ada. Selain itu
penjatuhan putusan rehabilitasi didasarkan padal Bdsdan 55, Pasal 127 dan
SEMA No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyal@agunSedangkan,
mengenai pelaksanaan putusan rehabilitasi merugakggungjawab dari Jaksa
Penuntut Umum berdasarkan pada ketentuan P&s&UHAP dan Pasal 30
Undang-Undang Kejaksaan Rl Nomor 16 Tahun 2004. béaéam yang dihadapi
biasanya terkait dengan amar putusan hakim yangk tiptlas sehingga
menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, tempatgamaan rehabilitasi yang
kapasitas serta keamanannya masih terbatas, kebatan Jaksa Penuntut Umum
dalam melaksanakan putusan rehabilitasi serta adampaya banding yang

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

E. Kerangka Teori
Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yangarthtkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensk unanegakan hukum,

" Rismanisa Adhika Wirani, “Tinjauan Hukum Piadanerfiadap Putusan Rehabilitasi
Oleh Hakim Kepada Terpidana Kasus Narkotika Di Reilgn Negeri Surabaya Dan
Pelaksanaanya”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukiniversitas Islam Indonesia, 2012).
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yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan sigpapun di negara ini serta
akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkapadee hukum dan

diselesaikan menurut hukum pula. Artinya, sebagggara hukum, Indonesia
harus melaksanakan dan menegakkan hukum sebagaimestiaya.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4nradQ4 tentang
Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kebebasamm dahelaksanakan
wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena sudekim adalah untuk
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancssh@igga putusannya
mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonefada prinsipnya, tugas hakim
adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibtinmubagi pihak lain.
Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan #&palerkaranya sudah mulai
diperiksa®®

Dalam prosesnya, hakim pun diharapkan tidak im&knkepada salah
satu pihak yang berperkara. Bagi hakim dalam mehgadatu perkara, yang
dipentingkan  adalah fakta atau peristiwvanya dakab hukumnya.Peraturan
hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang menentualaahaperistiwanya. Untuk
mengambil keputusan yang tepat, hakim terlebih ldaharus mengetahui secara
obyektif tentang duduk perkaranya sebagai dasarspohya, dan bukan secara
apriori menemukan putusannya terlebih dahulu segengmbangannya setelah
diperoleh putusan. Jadi, putusan itu seharusrgahdiui dengan pertimbangan

terlebih dahuld?®

18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuagadrakiman, Penjelasan
Pasal 1.

19 Sudikno Mertokusumo dan PitlBab-Bab Tentang Penemuan Huku@®andung: PT.
Citra Aditya Bakti, 1993), him. 32.
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Salah satu tujuan hukum adalah memberikan kemanfdestgi orang lain.
Hal ini didasarkan pada konsep pandangan utilitafdelihat pemidanaan dari
segi manfaat atau kegunaanya dimana yang dilihatladsituasi atau keadaan
yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkanya pidanalt satu pihak, pemidanaan
dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingk&u leerpidana dan di lain
pihak pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mertegeang lain dari
kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pgadami dikatakan
berorientasi ke depanfofward looking dan sekaligus mempunyai sifat
pencegahan detterenck®® Sehingga apabila dikaitkan dengan masalah
penyalahgunaan narkotika, putusan hakim yang besesnhidanaan kepada si
pecandu narkotika akan dapat menurunkan tingkahikalitas apabila dapat
memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang belsatag maupun orang lain.
Selain itu, pemidanaan tersebut juga harus mendrenkanfaat bagi pecandu
narkotika, agar yang bersangkutan tidak mengulpediuatannya lagi.

Sanksi pidana dan sanksi tindaK&wouble Track Systenmerupakan jenis
sanksiyang diberlakukan kepada pelaku tindak pidaaaksi tersebut meliputi
kedua-duanya yakni sanksi pidana dan sanksi timde&anksi pidana dan sanksi
tindakan(Double track systetidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis
sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dumsjesanksi tersebut dalam
kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetanalesi palana dan sanksi

tindakan dalam kerangkadouble track systermesunggahnya terkait dengan fakta

2 gjswanto S(Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik&jm. 223.
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bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sankan@jddan unsur pembinaan
(lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama @&ris sanksi
tindakantreatment meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi s#®
resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampuutitédman kualitas sosial dan
moral seseorang agar dapat berintregrasi lagi datasyarakat, namun terbukti
kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karetianggap terlalu
memanjakanya. Atas kesadaran itulah maka sankanpidan sanksi tindakan
(double track systemmmenghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan rgur u
pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hpikigiana. Inilah ide dasar
sanksi pidana dan sanksi tindakddouble track systemyituntut adanya
kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindékaataraan kedudukan sanksi
pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untukmaksimalkan
penggunanaan kedua jenis sanksi tersebut secataltepproporsionaf.

Pemidanaan yang keras dengan tujuan untuk penjeyaaerti pidana
penjara justru tidak menimbulkan efek jera sebagaaryang diharapkan, karena
pecandu narkotika cenderung akan mengulangi perbogh oleh karena
menderita ketergantungan narkotikadrug dependenge Ketergantungan
narkotika adalah kondisi yang diakibatkan oleh pdatygunaan zat, yang disertai

dengan adanya toleransi zat (dosis semakin menirdgn gejala putus zat.

2L M. SholehuddinSistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Dolitdek System
& Implementasinya(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 8n.
#21bid, him. 240.
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Ketergantungan narkotika berarti tidak bisa hicampa narkotik&>Telah banyak
pecandu narkotika yang tertangkap lagi oleh agegpblisian setelah menjalani
masa hukuman di penjara. Salah satu alasannyahatidék dapat lepas dari
ketergantungan terhadap narkotika dan terpaksa &lenmmenyalahgunakan
narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana petigaklah efektif untuk
menjerakan pecandu narkotika . oleh karena ituabiitasi dianggap sebagai
pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangygb@mgunaan narkotika.
Dengan rehabilitasi, pecandu narkotika akan dappad dari ketergantungan
terhadap narkotika sehingga kembali dapat hidupnabsebagaimana manuasia
lainnya. Sehingga peluang terulangnya perbuatapatemgunaan narkotika lebih
kecil. Apabila dikorelasikan dengan upaya penegakakum, juga dapat
menurunkan tingkat kriminalitas penyalahgunaan oté&.

Secara teoritis, rehabilitasi sebagai bentuk pemnaida dalam teori
pemidanaan menganut teotieatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu
narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengolsdeara terpadu untuk
membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal terssbsuai dengan
pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teeatmentyaitu untuk memberi
tindakan perawatantréatment dan perbaikan réhabilitation) kepada pelaku
kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. WP&lajahatan adalah orang

yang sakit sehingga membutuhkan tindakan peraw@tetmen} dan perbaikan

% Imronmendho, Apakah Meditasi Mampu Mengurangi Ketergantungan t@balapat
dijumpai di http://imronmendho.blogspot.com/2012&mkah-meditasi-mampu-mengurangi.html,
diakses pada tanggal 16 Februari 2013 Pukul 19.10 W

15



(rehabilitation).?*

Bentuk pertanggungjawaban si pembuat (pecanduwtikailk lebih bersifat
tindakan f{reatmenf untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode
treatmentsebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatzara medis
lebih dianggap optimal untuk mewujudkan tujuan daeimidanaan terhadap
penyalahgunaan narkotik?qRehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan
(pecandu narkotika) karena dalam menjatuhkan sdvadesis berorientasi kepada
diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannyayd@@ana menjadikan individu

pelaku kejahatan (pecandu narkotika) tersebut umierkjadi lebih baik.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepatraterdalam
penelitian, penyusunan menggunakan metode pendliébagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepgasta (ibrary
research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengiam literatur
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupuorda hasil penelitian dari
penelitian terdahulé®Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pémguj
atau eksaminasi terhadap produk badan peradilaiisgru pengadilan) berupa

putusan hakim yang langsung berasal dari Pengabliéayeri Yogyakarta yang

24 C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadiriminal Policy, Pendekatan Integral Penal
Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahd&ekerasan(Medan: Pustaka Bangsa
Press, 2008), him. 79.

%% |bid, him. 82.

% M. Igbal HasanPokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aptikeya, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), him. 11.
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berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Pemelikiepustakaanlilfrary
research digunakan untuk mengetahui sejauhmana hakim merad@gn teori
sanksi pidana dan sanksi tindak@ouble track systemgebagaimana yang telah
tertuang dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodelipanekualitatif
dengan pendekatan normatif. Penggunaan metodetdtiiatimaksudkan agar
dapat diperoleh data yang akurat mengenai menaregaeksi pidana dan sanksi
tindakan berupa rehabilitasi. Penelitian kepustakhlarary research dilakukan
dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhaauk badan peradilan
(putusan pengadilan) berupa putusan hakim. Puthakim yang dieksaminasi
atau diuji adalah putusan pengadilan yang sudahpaeneh kekuatan hukum
tetap {nkracht van gewijsdeyang langsung berasal dari Pengadilan Negeri
Yogyakarta.
3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalaetitenyuridis, yaitu
pendekatan perundang-undangtafute approach pendekatan kasuscase
approacl), pendekatan komparatifcdmparative approagh dan pendekatan
konseptual donceptual approadtf’ Penelitian ini menggunakan beberapa
pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatsebuerpenyusun akan
mendapat informasi dari berbagai aspek mengenair daertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadapneic narkotika. Pendekatan

27 peter Mahmud MarzukRenelitian Hukum(Jakarta: Kencana, 2009), him. 22.
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penelitian yang digunakan adalah pendekatan Unteuiging §tatute approach
pendekatan kasuscdse approach Selain itu, penyusun juga memakai
pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yanfplkdiskan untuk mengkaji
penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukiitif. fos
4. Sumber Data
Data yang akan dipergunakan adalah berupa dataemproan data
sekunder. Data hukum primer adalah bahan hukum ymergifat autoritatif
artinya mempunyai otorit€SData primer yang dipergunakan adalah produk
badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putbs#iim tentang perkara
tindak pidana pecandu narkotika. Sedangkan, dd@anmsekunder adalah bahan
hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditdish ahli hukum yang
berpengaruh, pendapat para sarjana, kasus-kasusnpaig berkaitan dengan
topik penelitiart®
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara: yait
a. Pencarian data primer berupa produk badan peraghilansan pengadilan)
berupa putusan hakim yang langsung berasal dargadéan Negeri
Yogyakarta yang berkaitan dengan penyalahgunadstil@a. Pencarian
data dilakukan dengan membaca berbagai tulisan pengpa laporan-
laporan yang biasanya tidak diterbitkan dan dapatikan pada tempat

penyimpanan arsip.

% Johnny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitan Hukum Normat{Surabaya:
Bayumedia, 2008), him. 282.

2 peter Mahmud MarzukRenelitian Hukum., him. 141.

30 Johnny IbrahimTeori dan Metodologi., him. 296.
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b. Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara, atenttahan sekunder,
berupa peraturan perUndang-Undangan, hasil peamglitbuku-buku,
artikel dan berita-berita dalam surat kabar atajalata, ensiklopedia dan
kamus. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1) Obeservasi, yaitu suatu pengamatan yang khusuws gantatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa masalah di
dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mextkiap data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihddapialam
observasi ini penyusun mengamati putusan Pengadiegeri
Yogyakarta (Studi Putusan Nomor : 402/PID.SUS/2BMILYK.)

2) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bbhhan berupa
dokumen. Dokumen adalah suatu cara penggunaandddt@atatan,
surat kabar, majalah, notulen rapat atau catataiana Data-data
tersebut berupa buku-buku, catatan, surat kabgalaha notulen rapat
dan data-data lain yang mendukung dalam penyusskmgosi ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan datkal&en bentuk yang

mudah dibaca dan diinterpretasikdRenyusunan menggunakan metode

deskriptif analisis, yakni usaha untuk mengumpuldan menyusun suatu data,

31 Sutrisno HadiMetodologi Research Untuk Penulisan Paper, Theais Desertasi,
(Yogyakarta: Andi Offset, 1992), him. 136.

32 Suraharismi ArikuntoProsedur Penelitian(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), him.
202.

% Masri Singarimbun dan Sofyan Efendiletode Penelitian Survéiakarta: LP3ES,
1989), him. 85.
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kemudian dilakukan analisis terhadap data tersétbata yang telah terkumpul
selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metodekiifed/aitu cara berfikir
yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum keéian diambil faktor-faktor
khusus sehingga dapat diambil suatu kesimpulandadaim yang bersifat umum.
Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimasaidpertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadapcgmetu narkotika di

Pengadilan Negeri Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Agar penulisan karya ilmiah Skripsi ini dapat tafadan sistematis maka
dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara aing&nyusun menyampaikan
sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi uraian tentang latar belakamgatah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauataga, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika penulisan. Dalam BaP@riulis menjelaskan apa yang
menjadi kerangka berfikir dalam Penulisan hukum yiang selanjutnya akan
diperkuat dalam pembahasanya pada Bab kedua.

Bab Kedua, berisi gambaran umum mengenai tinjauainu dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tim@dkna penyalahguna
narkotika yang meliputi definisi dan pembahasaratgmn pengertian narkotika,
penyalahguna narkotika, rehabilitasi dan putusainhaDalam Bab ini Penulis

menjelasakan mengenai tinjauan umum yang brkaisngah apa yang dibahas

3 Winarno SurachmanPengantar Penelitian llmiah: Dasar, Metode, dan fikk
(Bandung: Tarsito, 1990), him. 139.
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oleh Penulis sehingga dapat digunakan sebagai atidalam Penulisan hukum
ini.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum kajian teori meaggengaturan
hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkanspatuehabilitasi bagi
pecandu narkotika. Di mana dalam Bab ini Penuligjai@skan mengenai teori
yang akan mendukung pembahasan yang ada di Balp&eem

Bab Keempat, berisi tentang penyajian data dan pkagan hasil
penelitian yang sekaligus menjawab permasalahang yarelatarbelakangi
penelitian ini diadakan, yaitu tentang dasar pdytingan hakim dalam
menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecaratiotika. Dalam hal ini
Penulis menjelasakan secara keseluruhan apa yangdneumusan masalah
dalam penulisan hukum, yang selanjutnya akan Kit@simpulan dan diberikan
suatu saran dari Penulis dimana terkait dalam Biim&.

Bab Kelima, berisi simpulan dan saran yang ada igémnya dengan

masalah yang diteliti.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam samunasalah, maka

dapat diambil beberapa kesimpulansebagai berikut:

1.

Ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pecandu neakdalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika teddiri 2 (dua) macam
sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakanks$gidana bagi pecandu
narkotika terdiri dari pidana mati, pidana penjatan pidana denda yang
tertuang dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 121, dsal B27. Sedangkan,
sanksi tindakan berupa kewajiban untuk menjalarhabditasi, baik
rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketan mengenai rehabilitasi
bagi pecandu narkotika tertuang dalam ketentuaal Bdsdan Pasal 103.
Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putugahek pidana
pecandu narkotika dalam Putusan Nomor: 402/Pid281%/PN.Yk,
didasarkan pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal IEhgitundang Nomor 35
Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nd@Worahun 2009.
Putusan hakim dalam putusan Nomor: 402/Pid.Sus/POLYk tersebut
selain bertujuan untuk menjerakan terdakwa (pecamahkotika) dengan
sanksi pidana, juga bertujuan untuk menyembuhkadakea (pecandu

narkotika) dari ketergantungan dengan sanksi tiawdderupa rehabilitasi.
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B. Saran/Recomendasi

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalammbmekan suatu
keputusan terhadap penyalahgunaan narkotika selyaruslebih
mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibardiéngan putusan pidana
penjara, karena kewajiban rehabilitasi lebih dibkain bagi pecandu
narkotika.

2. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalangadebantuan dari
Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) oleh pembimbikgmasyarakatan,
mengapa penyalahgunaan narkoba tersebut menggumekkoba. Akan
lebih bijak kalau hakim justru menekankan padahahlyang meringankan
seperti yang terumus dalam putusan, sebagai daken luntuk memberikan
reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa sdmdakan atau hak

rehabilitasi.
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

i SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213
SURAT KETERANGAN / JIN
' 0701394 1/V/52013
Surat : Dekan Fakultas Syariah dan FHulkum UIN Nomor - UIN.O2/DS.1/PP.00.9/836/2013
29 April 2013 Perinal  : ljin Penelitian

;1.wmm41rmm.mmmwmwm
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2 Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Yahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan

3. memmwvmmmsnmm.mmmww
rmamnowaummmsmmomansemmm

Rakyat Daerah.
4, Pmmlimvmmmtarmmmmw

Pommpommmmmwm
dan Studi Lapangan & Daerah Istimewa Yogyakarta.

§ untuk melakukan kegiatan Wmmmwmw\quwm lapangan kepada:

JAHID HANAF1 NIP/NIM  : 09340056

JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA

PERTIMBANGAN HAXKIM DALAM  MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN

NOMOR:402/P1D.SUS/Z011/PN.YK.)
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA

06 Mei 2013 s/d 06 Agustus 2013

Ketentuan

erahkan surat keterangan/gn mwmmmmwmmmwww lapangan *) dari
wintah Daerah DIY kepada BupatiWalikota medalul institusi yang berwenang mengeluarkan ijn dimaksud,
mnwnmwmwnnmmpmwwmhlmvmmmm
nistrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk {CD) maupun mengunggah (upload) melalui website
ng jogjaprov.go.id dan menunjukian cetaken asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

s hanya dipergunakan untuk keperuan amiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di

# kegatan,
enelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir

unya setelah mengajukan perpanjangan me'alui website adbang jogjaprov.go.id;
fang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ni tidak memenuhi ketentuan yang
.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 07 Mei 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagal laporan),
Yogyakarta cq. Dinas Perzinan,
Kementerian Hukum dan HAM DIY
ilan Negeri Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Bersangkutan




PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA
Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-vogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 39/Ket/V/2013/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta
menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

JAHID HANAFI

Nomor Mahasiswa : 09340056

Program Studi : ILMU HUKUM
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Angkatan : 2009

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal

13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 untuk menyusun Skripsi yang
berjudul:

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK
PIDANA PECANDU NARKOTIKA ( STUDI PUTUSAN NOMOR:

402/PID.SUS/2011/PN.YK) *

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyvakarta, 17 Mei 2013
cphdilanNegeri Yogyakarta




P U T SAN

Nomor : 402 / Pid .Sus / 2011 / PN.Yk.

NAMA TERDAKWA :
HARRY WIYATA ALS BLOROK



NOMOR : 402/Pid.Sus/2011/PN.YK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap . HARRY WIYATA ALS BLOROK ;-----------=e=--

Tempat lahir : Sleman;

Umur / tanggal lahir © 45 Tahun/ 2 Mei 1966

Jenis kelamin . Laki-laki ;

Kebangsaan » Indonesia;

Teinpat tinggal : Jl. Ambarukmo No.328 RT.08 RW.03 Desa
Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman;

Agama ‘ :  Katholik ;

: Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: --
1. Penyidik tanggal : 14 Mei 2011, No.Pol : SP.Han/19/V/2011/Sat.Resnarkoba,
sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 2 Juni 2011 ;--mmmemmmeememmn
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 31 Mei 2011 NOMOR :
TAP.224/0.4.10/Epp.1/5/2011 sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan
tanggal 12 Juli 2011 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Juli 2011,
Nomor:30/Pen.Pid/VII/2011/PN. YK, sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai
dengan tanggal 11 Agustus 2011 ; _

4. Penuntut Umum tanggal : 10 Agustus 2011, Nomor : 1062/0.4.10/Ep.1/
08/2011, sejak tanggal : 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal: 29 Agustusk
2011 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal : 19 Agustus 2011, Nomor :
344 PNH/VIL2011/PN. YK, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan

tanggal : 29 Agustus 2011 ;




6. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 392/PPNH/VIII/2011/PN.Yk
sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; :
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersbut ;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan gleh Penuntut Umum ; -—---r=snneneneen

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta

tertanggal 5 Oktober 2011, No. Reg. Perkara: PDM-84/YOGYA/08.2011, yang pada

pokoknya :

MENUNTUT

Menyatakan terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK telah terbukti secara
san dan meyakinkan  bersalah melakukan ~ Tindak Pidana
“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI
SENDIRI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan |
Alternative kedua ;
Menjatuhkan_ pidana terhadap terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

Menyatakan barang bukti berupa :
— 2 (dua) bungkus plastik klip isi shabu berat lurang lebih % gram ;--==-=n---

Dirampas untuk Negara ;
— 1 (satu) buah HP warna Silver merk SONY Ericsson dengan SIM card
085729362749 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah

mengajukan pembelaan / pleidooi secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2011 yang pada

pokoknya menyatakan bahwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang

dilakukan serta memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa sebagai tulang

punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi lag ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum

Karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang



Bareskrim Polri Laboraturium Forensik Cabang Semarang menyimpulkan bahwa
2 (dua) bungkus plastik bensi serbuk Kristal dengan berat keseluruhan 0,188
gam milik terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam
Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35
tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sserbuk kristal dengan berat 0,188
gram tersebut tanpa ijin dari Menten Kesehatan R.I atau Pejabat yang
berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-------------

ATAU

KEDUA
Bahwa ia terdakwa Harry Wiyata al.Blorok, pada hari Kamis tanggal 12 Me1 2011,
sekira jam 14.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011. Atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat :di ‘rumah terdakwa di Samirono CT
VI/200 RT.10 RW.03 Desa Caturtunggal Kec.Depok, Kab.Sleman atau setidak-tidaknya
pada tem'pat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negen Sleman, namun
karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia ditemukan atau
ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman
sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada
tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu
dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negri
Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, [menyalahgunakan Narkotika Golongan I
bagi diri sendiri(,_ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 23.50 Wib Saksi
Utoro, saksi Hudi Harjanadibantu petugas Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta
berhasil menangkap saksi Ervin Budi Setiawan kemudian diinterogasi mengaku
sering menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa, selanjutnya atas dasar
pengakuan saksi ervin Budi Setiawan tersebut, informasi saksi utoro, saksi Hudi
Harjana dibantu petugas Satuan Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari
Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib melakukan penangkapan
terhadap terdakwa didepan rumah saksi Ervin Budi Setiawan di Samirono CT
VI/200 RT.10 RW.03 Desa Caturtunggal Kec.Depok Kabupaten Sleman dan
ketika diinterogasi petugas terdakwa mengakw terakhir kalinya menghisap
serbuk kristal, vang diduga shabu-shabu adalah hari Kamis tanggal 12 Mei 2011
sekira jam 14.00 Wib bersama-sama dengan saksi Ervin Budi Setiawan dengan
jalan bong vang terbuat dan botol larutan cap kaki tiga dibuatkan 2 lubang yaitu



satu lubang untuk memasang sedotan plastik dan satu lubang lagi untuk
memasukkan pipet yang telah diisi dengan shabu-shabu selanjutnya pipet

" tersebut dibakar menggunakan korek api sampai keluar asapnya sehingga
terkumpul menjadi satu didalam botol cap kaki tiga tersebut, kemudian terdakwa
dan saksi Ervin Budi Setiawan menyedot asap shabu-shabu secara bergantian
sampai habis.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uerine Nomor: R/94/V/2011/Biddokkes
yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Dwi S, SH, S.Kep. selaku
pemriksaan pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa
Yogyakarta menyimpulkan bahwa urine yang diambil dari terdakwa setelah
dilakukan pemeriksaan tersebtu mengandung Metamfetamina/Narkotika Positif ;

- Bahwa dalam hal terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa
serbuk kristal tersebut tidak didukung Surat Jjin dari Pejabat yang berwenang.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :------------

— 2 (dua) bungkus plastik klip isi shabu berat lurang lebih Y4 gram ;-----emmm-
— 1 (satu) buah HP warna Silver merk SONY Ericsson dengan SIM card
085729362749 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum

dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa

Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. UNTORO;

2. HUDI HARJANA;

3. ERVIN BUDI SETIAWAN;,
4. Drs.PARMANTO ;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut
agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
1. UNTORO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

_ Bahwa saksi adalah anggota POLRI ;
— Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib bertempat
di Sambirono CT VL’200 RT.10 RW.03, Caturtunggul, Depok, Sleman. Saksi

dibantu teman satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Harry
Wivata Als Blorok:




2. HUDI HARJANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 23.50 Wib saksi
bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Ervin Budi Setiawan
dan dari penangkapan tersebut diperoleh keterangan kalau Ervin Budi Setiawan
sering menggunakan bersama terdakwa, maka Ervin Budi Setiawan diminta
pihak kepolisian untuk menelpon terdakwa untuk membuat janji menggunakan

shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 dan disetujui oleh

Terdakwa ;
Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011setelah sholat Jumat
terdakwa datang kerumah Ervin Budi Setiawan yang kemudian ketika di depan
rumah Ervin Budi Setiawan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak
kepolisian, dan diketemukan shabu-shabu yang sempat dijatuhkan oleh
Terdakwa ;

Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan tim telah memantau Terdakwa dari

rumahnya lalu terdakwa pergi ke Balairejo guna ambil shabu-shabu yang
kemudian terdakwa pulang dulu kerumahnya, lalu setelah itu terdakwa baru

menuju kerumah Ervin Budi Setiawan ;

Bahwa saksi bersama tim membuntutnya dan ketika sampai- di rumah Ervin

Budi Setiawan, kemiidian saksi menangkap terdakwa;
Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli melalui
transfer di bank BCA kepada saudara Yusuf, yang Terdakwa belum pernah
bertemu langsung orangnya kemudian barang baru diambil sesuai petunjuk;

Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang
berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah Hand Phone warna Silver merk SONY
Ericsson dengan SIM card 085729362749 milik Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk

menggunakan shabu-shabu ;
Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes URINE dan hasilnya positif
MEMFETAMINA ; :

Bahwa saksi adalah anggota POLRI ;

Bahwa saksi bagian dari tim ikut menangkap Terdakwa ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib bertempat
di Sambirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggul, Depok, Sleman. Saksi
dibantu teman satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Harry
Wivata Als Blorok:
Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 23.50 Wib saksi

bersama dengan ttim melakukan penangkapan terhadap Ervin Budi Setiawan




dan dari penangkapan tersebut diperoleh keterangan kalau Ervin Budi Setiawan
sering menggunakan bersama terdakwa, maka Ervin Budi Setiawan diminta
pihak kepolisian untuk menelpon terdakwa untuk membuat janji menggunakan
shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 dan disetujui oleh
Terdakwa ;
— Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011setelah sholat Jumat

terdakwa datang kerumah Ervin Budi Setiawan yang kemudian ketika di depan
rumah Ervin Budi Setiawan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak
kepolisian, dan diketemukan shabu-shabu yang sempat dijatuhkan oleh

Terdakwa ;
— Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan tim telah memantau Terdakwa dani
rumahnya lalu terdakwa pergi ke Balairejo guna ambil shabu-shabu yang
kemudian terdakwa pulang dulu kerumahnya, lalu setelah itu terdakwa baru

menuju kerumah Ervin Budi Setiawan ;

— Bahwa saksi bersama tim membuntutnya dan ketika sampai di rumah Ervin

Budi Setiawan, kemudian saksi menangkap terdakwa;
— Bghwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli melalui
transfer di bank BCA kepada saudara Yusuf, yang Terdakwa belum pernah
bertemu langsung orangnya kemudian barang baru diambil sesuai petunjuk;
— Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang
berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah Hand Phone warna Silver merk SONY
Ericsson dengan SIM card 085729362749 milik Terdakwa ;

— Bahwa Terdakwa tidak mempunyai 1jin dan pihak yang berwenang untuk
menggunakan shabu-shabu ;
— Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes URINE dan hasilnya positif
MEMFETAMINA ;

3. ERVIN BUDI SETIAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; =-==-===--
— Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2007

— Bahwa saksi terakhir menggunakan shabu-shabu dengan terdakwa pada hari
Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 14.00 Wib dirumah saksi di Samirono
CT V1207 RT.10 RW.03, Caturtunggal, Depok, Sleman ;

— Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Met 2011 saat malam hari saksi ditangkap

terlebih dulu baru kemudian Terdakwa yang ditangkap ;
— Bahwa petugas kepolisian menangkap saksi di depan Galeri karena kedapatan

membawa shabu-shabu ;

~ Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama
- pada bulan Oktober 2010 '




— Bahwa setahu saksi, shabu-shabu vang dimiliki oleh Terdakwa hanya untuk
digunakan bukan untuk dijual ;

4. Drs. PARMANTO pada pokoknya menerarigkan sebagai berikut ;
— Bahwa saksi adalah Ketua RW setempat ;

— Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib bertempat

di Sambirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggul, Depok, Sleggan, saksi

diminta untuk sebagai saksi penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian
terhadap Harry Wiyata Als Blorok tentang tindak pidana pelaku

penyalahgunaan Narkotika ;
_ Bahwa saksi membenarkan yang ditangkap adalah Terdakwa yang ada di

persidangan ini ;
_ Bahwa kemudian saksi selaku Ketua RW diajak petugas ke depan rumah
dengan alamat Samirono CT VI200 RT.10 RW.03, Caturtunggal , Depok,

Sleman guna menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa ;
— Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti ketika melakukan
penangkapan terhadap terdakwa yaitu shabu-shabu dibungkus plastik
Berj umlah 2 (dua) plastik klip;

— Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa berjumlah

4 (empat) orang dengan berpakaian preman ;

_ Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan tentang ijin dari pihak yang
berwenang atas kepemilikan shabu-shabu Terdakwa menjawab  tidak

memilikinya dan tidak dapat menunjukkannya ;

— Bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap terdakwa, waktu itu terdakwa
sempat menjatuhkan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut diatas
tumpukan kayu didepan kampung Samirono CT V1200 RT.10 RW.03,

Caturtunggal, Depok Sleman, yang kemudian atas kesadarannya sendiri

diambil dan diserahkan kepada petugas;
_ Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua)
bungkus plastik isi shabu-shabu adalah shabu-shabu yang dilihat saksi ketika

dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa menyatakan benar
dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi A DE
CHARGE yang tidak disumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
— Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa ;




Bahwa saksi telah berumah tangga dengan terdakwa selama 12 tahun dan telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;
Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang keterlibatan
terdakwa sebagai pengguna narkotika, tapi terdakwa tidak pernah berterus

terang ;

Bahwa saksi jika terdakwa sebagai pemakai narkotika karena pernah membaca
surat dokter yang isinya terdakwa dalam masa pengobatan oleh Dr. H.
Nugroho Cahyo Adji, MKes ;
Bahwa Terdakwa telah melakukan pengobatan sebanyak 5 (lima) kali, dan

ketika itu 3 kali saksi ikut mengantar dan menunggu diluar dan hanya 2 (dua)

kali saksi mengantar masuk ke dalam ;

Bahwa saksi sangat inenginginkan terdakwa sembuh dari kecanduan narkotika

te;sebut;
Bahwa penjelasan dokter H. Nugroho Cahyo Adji, M. Kes bahwa jika obat
yang diresepkan dari dokter tersebut lama-lama dapat berhenti dari
ketergantungan Narkotika tersebut, tapi ketika Terdakwa dalam masa
‘pengobatan sudah ditangkap terlebih dahulu ;

Bahwa ciri-ciri terdakwa jika sedang kecanduan yaitu Hiperaktif (seperti orang

sibuk) tidak seperti orang biasanya, sedangkan pembawaan terdakwa biasanya

kalem, jadi kelihatan lain tidak seperti biasanya ;
Bahwa saksi pernah memergoki sekali terdakwa sedang memakai narkotika
kira-kira awal 2011 ;

Bahwa Terdakwa berobat ke dokter atas inisiatif sendiri, sejak awal tahun
2011;

Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa bilang
bahwasanya Terdakwa menggunakan Narkotika sejak awal 2011 ; =--eememmmmeemev

Bahwa saksi tidak pernah menanyakan bagaimana dan darimana Terdakwa

mendapatkan shabu-shabu ;

Bahwa Terdakwa terakhir periksa ke dokter pada bulan April — Mei tahun 2011

sebelum ditangkap ;

Bahwa saksi dan Terdakwa membuka usaha toko kelontong yang dikelola

bersama ;
Bahwa toko saksi dibuka pada pagi hari dan tutup pada pukul 23.00 WIB; ------
Bahwa saksi tidak pernah menggledah barang-barang milik Terdakwa ; --------
Bahwa Terdakwa sering pergi meninggalkan saksi untuk mengantarkan barang;
Bahwa setelah melakukan pengobatan, dari Terdakwa terjadi perubahan yang

biasanya gelisah sudah berkurang karena diberikan vitamin dosis tinggi ;--------



— Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan alat suntik ;

— Bahwa Hand Phone yang menjadi barang bukti bukan milik Terdakwa ;

— Bahwa Terdakwa dalam kesaharian ikut menjaga toko ;

— Bahwa Terdakwa memiliki uang dari pendapatan sewa mobil ;
— Bahwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa menelepon saksi
dan menerangkan telah ditangkap karena membawa shabu-shabu ; ----------------
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyerahkan :---—-----r--m-----
— Surat Keterangan Dokter tertanggal 10 Juni 2011 yang ditandatangani oleh
Dr.H.Nuryono Cahyo Adji, M.Kes yang menerangkan bahwa HARRY
WIYATA pernah menjalani Pengobatan Rawat Jalan di tempat Praktek pada
tanggal 8 Januari 2011; 17 Januari 2011; 9 Februari 2011; 14 Februari 2011; 10
Maret 2011; 24 Maret 2011; 5 April 2011; 20 April 2011 ; 3 Mei 2011 atas
gangguan penyalahgunaan Zat Adiktif (NAPZA) jenis Sabu-sabu
(Methamphetamin) dan memerlukan untuk rawat inap di RS Ketergantungan
Zat/Narkoba (RS.Ghrasia/RSK Puri Nirmala) guna pengobatan, detoksikasi

dan rehabilitasi medis secara lebih intensif’;

—  Kartu Periksa dr H-Nuryono Cahyo Adji, M.Kes, No.CM H 01 108 atas nama
" Pasien HARRY WIYATA ;
— Rekaman Medis Pasien atas nama HARRY WIYATA, No. Rekam Medis H I-’

01 108 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa

yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib bertempat
di Sambirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggul, Depok, Sleman,
Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa shabu-shabu;

— Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 terdakwa mendapat telepon dari
Ervin Budi Setiawan, dimana Ervin Budi Setiawan mengajak untuk memakai
shabu-shabu dirumahnya dan terdakwa menyetujuinya kemudian pada waktu
itu juga setelah sholat Jumat terdakwa datang ke rumah Ervin Budi Setiawen
yang kemudian ketika di depan rumah Ervin Budi Setiawan terdakwa langsung
ditangkap oleh pihak kepolisian dan diketemukan shabu-shabu yang sempat
dijatuhkan oleh Terdakwa ;

_ Bahwa Terdakwa sempat menjatuhkan barang bukti ketika ditangkap oleh

petugas kepolisian karena terdakwa waktu itu takut dan kaget ketika akan

ditangkap polisi ;




Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan atas 2 (dua) bungkus plastik yang

berisi shabu-shabu ;

Bahwa Terdakwa juga mengakui kepemilikan 1 (satu) buah HP warna Silver
merk SONY Ericsson dengan SIM card 085729362749 yang sebelumnya

chasing warna hitam diganti oleh polisi menjadi warna Silver ;

Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah Ervin Budi Setiawan adalah untuk

mengggunakan shabu-shabu ;
Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Ervin Budi Setiawan telah ditangkap oleh
petugas polisi terlebih dahulu ;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2008 ;------n=----
Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

menggunakan shabu-shabu ;
Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari
seseorang yang bernama Yusuf menggunakan tranfer via ATM BCA ; -------—--
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat dan tempat tinggal Yusuf karena
terdakwa tidak pernah ketemu dengannya, terdakwa hanya tahu nomor HP dari

teman Terdakwa, yang waktu itu terdakwa kenal dan ketemu di cafe Liqud
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Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli shabu-shabu dari Yusuf sebanyak 5

(lima) atau 6 (enam) kali ;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Ervin Budi

Setiawan sebanyak 2 (dua) kali ;

Bahwa adapun cara menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan dibantu

alat Bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ;

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sampai dengan
2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan ;
Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu supaya tidak mengantuk, tidak

cepat lelah dan pekerjaan jalan terus tidak berhenti ;
Bahwa Terdakwa memiliki inisiatif sendini selama perawatan dokter ;------------
Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa jika Terdakwa
sedang dalam melakukan perawatan kecanduan shabu-shabu, dan istri
Terdakwa mendukung ;
Bahwa Terdakwa ingin untuk berhenti dari kecanduan shabu-shabu agar hidup

normal dan tidak banyak makan biaya ;

Bahwa Terdakwa tidak menuruti saran dokter untuk rawat inap karena
Terdakwa tidak memiliki dana yang cukup ;




Bahwa awal mula Terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa

.diberi oleh kawan lama Terdakwa, karena penasaran kemudian Terdakwa

mencobanya dan akhirnya ketagihan ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan shabu-shabu namun hanya

menggunakan saja karena kahwatir dengan resikonya ;

Bahwa Terdakwa tidak meminum atas resep yang diberikan oleh dokter tetapi

intervalnya lebih pendek dan Terdakwa menjadi mengantuk ;
Bahwa Terdakwa pernah meminta dosis obat yang lebih tinggi namun tidak
diberi ; £

Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urine dan hasilnya adalah mengandung
Metamfetamina positif ;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan

mengulanginya lagi ;
Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
Bahwa Terdakwa mengambil barang pesanan shabu-shabu di daerah APMD di

J1.Balerejo, perlimaan Ganesha, jika dari Timoho sekitar perempatan barang
ditaruh di pot dibungkus plastik klip ;

Bahwa Terdakwa mengambil shabu-shabu sendirian ;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan shabu-shabu di

tempat tersebut ;
Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan setengah
bagian pada siang hari bersama Ervin Budi Setiawan, lalu setengah bagian lagi

akan Terdakwa gunakan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah membacakan : -
— Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor
562/KNF/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang ditantangani oleh
Pemeriksa Dra. TYAS HARTININGSIH dan IBNU SUTARTO, ST yang
telah melakukan pemeriksaan barang bukti BB-01067/2011 berupa 2
(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan
0,188 gram milik HARRY WIYATA dengan kesimpulan bahwa barang
bukti ~ BB-01067/2011  berupa  serbuk  kristal mengandung
METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61
lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;
— Bernita Acara Pemeriksaan URINE Nomor :R/94/V/2011/Biddokkes
tertanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh IPTU TEGUH DWI S,
SH, SKep vang telah melakukan pemeriksaan URINE atas nama




HARRY WIYATA dengan hasil pemeriksaan
METAMPHETAMINA/NARKOTIKA POSITIF (+) ;

— Hasil Pemeriksaan URINE Nomor R/94/V/2011/Biddokkes yang
ditandatangani oleh IPTU TEGUH DWI S, SH, SKep yang telah
melakukan pemeriksaan URINE atas nama HARRY WIYATA dengan
kesimpulan hasil pemeriksaan URINE atas nama HARRY WIYATA
menunjukkan hasil METAMPHETAMINA/NARKOTIKA POSITIF (+);
Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dalam hubungannya dengan

barang-barang bukti, keierangan Terdakwa, Surat Keterangan Dokter dr H.Nuryono
Cahyo Adji, M.Kes, Kartu Periksa, No.CM H 01 108 atas nama Pasien HARRY
WIYATA, Rekaman Medis Pasien dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Urine, serta Hasil Pemeriksaan URINE
terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai
berikut :
— Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00 Wib
bertempat di Sambirono CT VI/200 RT.10 RW.03, Caturtunggul, Depok,
‘Sleman, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni UNTORO dan
” HUDI HURJANA karena membawa shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang

berwenang ;
— Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 Terdakwa mendapat telepon dari
Ervin Budi Setiawan bermaksud mengajak Terdakwa untuk menggunakan
shabu-shabu di rumah Ervin Budi Setiawan lalu terdakwa menyetujuinya;
—  Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 13.00

Wib setelah selesai waktu sholat Jumat terdakwa datang ke rumah Ervin Budi

Setiawan yang kemudian ketika di depan rumah Ervin Budi Setiawan terdakwa
langsung ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya UNTORO dan HUDI
HURJANA karena Terdakwa membawa shabu-shabu tanpa ijin yang

sebelumnya sempat dijatuhkan oleh Terdakwa ;
— Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari

seseorang yang bernama Yusuf yaang tidak perngh bertemu langsung

dengannya, terdakwa hanya tahu nomor HP Yusuf dari temen Terdakwa, yang
waktu itu terdakwa kenal dan kétemu di cafe Liqul(d Jalan Magelang pada saat

merayakan malam tahun baru 2011 ; e

— Bahwa benar Terdakwa sudah pernah membeli shabu-shabu dari Yusuf

sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) kali ;

_  Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu dari Yusuf dengan mentransfer
via ATM BCA ;




— Bahwa benar Terdakwa mengambil barang pesanan shabu-shabu di daerah

APMD di JiBalerejo, perlimaan Ganesha, dari Timoho sekitar perempatan

barang ditaruh di pot dibungkus plastik klip ;
— Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama dengan
Ervin Budi Setiawan sebanyak 2 (dua) kali;

— Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa
adalah serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam
Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

'~ Bahwa benar dari Hasil Pemeriksaan Urine, Berita Acara Pemeriksaan Urine
atas nama Terdakwa dapat diambil kesimpulan terhadap Terdakwa telah
menggunakan METAMPHETAMINA/NARKOTIKA POSITIF (+) ; --=---------

— Bahwa benar dan Surat Keterangan Dokter, Kartu Pasien dan Rekam Medis
atas nama Terdakwa, dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sedang
melakukan rehabilitasi medis dari kecanduan shabu-shabu pada dokter
H.Nuryono Cahyo Adji, M. Kes ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap
segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum

dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas
pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan

tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari

pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni
KESATU, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ATAU KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis
tidak harus mempertimbangkan semua dakwaan tersebut tetapi boleh memilih salah satu
dari dakwaan tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa
serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan Surat
Keterangan Dokter dr H.Nuryono Cahyo Adji, M.Kes, Kartu Periksa, No.CM H 01 108
atas nama Pasien HARRY WIYATA, Rekaman Medis Pasien dan Berita Acara
Pemernksaan Laboratoris Knminahsuk, Berita Acara Pemeriksaan Urine, serta Hasil



Pemeriksaan URINE terhadap diri Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidéngan, adalah Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

¢

1. Setiap Penyalah Guna ;

2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi Diri Sendin ;

.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : ------

1. Unsur setiap penyalah guna ;
Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun
2009 yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah orang yang menggunakan -

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu

berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa :
' _ Bahwa Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK yang identitasnya

telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, adalah seorang dewasa yang

sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan

kepadanya dengan argumentasi yang jelas, memberikan keterangan serta
menanggapi keterangan para saksi, dipandang sebagai orang yang mampu
mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukannya ; -------

— Bahwa Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK telah menggunakan
shabu-shabu sejak tahun 2008 ;

— Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam

menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ; -

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun
2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas,
Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium
setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK menggunakan

sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan 1 tersebut adalah untuk
kepentingan/kesenangan diri sendiri dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknmologi atau untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan



Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK juga tidak mendapatkan 1jin/persetujuan
dari Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu/Narkotika

tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur

setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

2. Unsur narkotika golongan I ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan URINE Nomor
'R/94/V/2011/Biddokkes tertanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh IPTU
TEGUH DWI S, SH, S.Kep yang telah melakukan pemeriksaan URINE atas nama
HARRY WIYATA dengan hasil pemeriksaan METAMPHETAMINA/NARKOTIKA
POSITIF (+) ; Hasil Pemeriksaan URINE Nomor R/94/V/2011/Biddokkes yang
ditandatangani oleh IPTU TEGUH DWI S, SH, SKep yang telah melakukan
pemeriksaan URINE atas nama HARRY WIYATA dengan kesimpulan hasil
pemeriksaan URINE atas nama HARRY WIYATA menunjukkan hasil
METAMPHETAMINA/NARKOTIKA POSITIF (+) dan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik Nomor : 562/KNF/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang
ditantangani oleh Pemeriksa Dra. TYAS HARTININGSIH dan IBNU SUTARTO, ST
yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti BB-01067/2011 berupa 2 (dua)
bungkus pl.astik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,188 gram milik
HARRY WIYATA dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-01067/2011 berupa
serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)
Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur

Narkotika golongan I telah terpenuhi ;

3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa sabu-
sabu yang dibeli Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK dari Yusuf untuk
digunakan Terdakwa HARRY WIYATA ALS BLOROK;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur bagi

diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk memutus Pasal 127 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009
Majelis Hakim diwajibkan untuk mempenimbe;ngkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103
UU. No.35 Tahun 2009;




Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor (4
Tahun 2010 penerapan pemidanaan dalam Pasal 103 huruf a dan b UU. No.335 Tahun
2009 hanya dapat dijatuhkan dengan beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam

Surat Edaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan
Terdakwa, barang bukti dipersidangan, Surat Keterangan Dokter tertanggal 10 Juni 2011
- yang ditandatangani oleh Dr.H.Nuryono Cahyvo Adji, M.Kes, Kartu Periksa dr
H.Nuryono Cahyo Adji, M.Kes, No.CM H 01 108 atas nama Pasien HARRY WIYATA,
Rekaman Medis Pasien atas nama HARRY WIYATA, No. Rekam Medis H I-01 108,
dan klasifikasi dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat
Terdakwa dapat dijatuhi hukuman penempatan penyalah guna ke dalam lembaga
rehabilitasi medis, oleh karena itu Terdakwa HARRY WIYATA Als BLOROK haruslah
dijatuhi pidana untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi pada
RS Ghrasia Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Dakwaan KEDUA telah terpenuhi secara

hukum dengan demikian Dakwaan KEDUA telah terbukti secara sah menurut hukum ; --

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak
menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat

mengahapus pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi

pidana berdasar pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
1. 2 (dua) bungkus plastik klip isi shabu berat lurang lebih % gram, oleh karena
ketentuan perundang-undangan menyatakan setiap narkotika dan prekursor
narkotika dirampas untuk negara maka terhadap barang bukti tersebut
dirampas untuk negara ;
2. 1 (satu) buah HP warna Silver merk SONY Ericsson dengan SIM card
085729362749 oleh karena di persidangan terbukti alat untuk melakukan
tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk

dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya
seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat

memberatkan maupun meringankan terdakwa ;




Hal-hal yang memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemenntah dalam

pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

2. Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda

. Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak pernah

mengulanginya lagi ;

2. Terdakwa belum pernah dihukum |

3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
4. Terdakwa memiliki inisiatif untuk sembuh dengan melakukan

perawatan di dokter ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35

Tahun 2009, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan perundang-

undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

2
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MENGADILI:

. Menyatakan terdakwa HARRY WIYATA Als BLOROK telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalah Gunakan
Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan wajib mengikuti
rehabilitasi medis secara rawat jalan dengan biaya Negara selama 6 (enam)

bulan; o

Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menetapkan barang bukti
- 2 (dua) bungkus plastik klip isi shabu-shabu berat kurang lebih % gram,
dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah HP warna silver merk Sony Ericson dengan No. Sim card
085729362749, dirampas untuk dimusnahkan:
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua

ribu rupiah);
Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;




Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakin

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari RABU, tanggal 26 OKTOBER 2011, olel

kami Hj.NURDIYATMI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAHTRA YENN

- WARITA, SH.,M.Hum dan HADI SISWOYO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakin
| Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umun

pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggot:

tersebut, dibantu Rr WORO HAPSARI DEWI, SH. Panitera Pengganti Pengadilar

Negeri tersebut, serta dihadinn SARI ENDAH ASTUTI, SH. Jaksa/Penuntut Umum pad:

Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadiri juga oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua,
f qg,
b/g""
A/ ARYRCSH M Hum Hj NURDIYATM, SH.

HADI SISWOYO, SHMH

Panitera Pengganti,

\ -

Rr. WORO HAPSARI DEWL SH
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